
SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

I SALINAN 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL 

ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI 

LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERW.AKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 ten tang Jabatan

Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara di Lingkungan Sekretariat J enderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah

ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2017 ten tang Pedoman Penyusunan Formasi

Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia;

b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi

Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan



Mengingat: 

Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, belum mengatur formula 

perhitungan kebutuhan Analis Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara berdasarkan jenjang jabatan; 

c. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 201 7 ten tang Pedoman Penyusunan Formasi 

Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan 

agar dapat digunakan untuk setiap unit kerja yang 

membidangi Analisis Analis Pendapatan dan Belanja 

Negara; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Atas

Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan

Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
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Pasal II 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

6 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tang&al 16 Januari 2019 
SEKRETARIS JENDERAL, 

INDRA ISKANDAR /y 
196611141997031001✓

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 

Arini Wijayanti, S.H., M.H.

ttd.













Berdasarkan hasil perhitungan di atas, ditetapkan kebutuhan Analis APBN 

di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai berikut: 

a. Analis APBN Ahli Pertama sebanyak 4 Orang.

b. Analis APBN Ahli Muda sebanyak 4 Orang.

c. Analis APBN Ahli Madya sebanyak 3 Orang.

d. Analis APBN Ahli Utama sebanyak 1 Orang.
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SEKRETARIS JENDERAL, 

/y INDRA ISKANDAR 
196611141997031001

ttd.




